
 
 

SALINAN 
 

  

BUPATI  TANAH  LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN  BUPATI  TANAH  LAUT 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  TANAH LAUT  

NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BERBASIS KINERJA DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Menimbang :  bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran 

Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 

tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri 

Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara 

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234)  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 

Negeri; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2019 Nomor 17); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 7 TAHUN 

2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA DAN 

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja Dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan 
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Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 angka baru yakni angka 37, angka 38 
dan angka 39 yang berbunyi : 

  
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

37. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah 

kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat 

yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari 

pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta 

dapat menimbulkan malapeteka. 

38. Virus adalah mikroba penyebab penyakit yang menyebabkan infeksi 

dan dapat menular. 

39. Work From Home yang selanjutnya disingkat WFH adalah 

pemberlakuan bekerja dari rumah untuk Aparatur Sipil Negara. 

 

 

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 9A 

dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 9A 
 

(1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan 

perangkat elektronik pencatat kehadiran (finger print) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditiadakan, dan akan dievaluasi 

lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi 

wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparatur Sipil 

Negara dapat menjalankan tugas dengan bekerja dirumah atau 

tempat tinggal masing-masing (WFH). 

(3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap 

dilakukan pemantauan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yaitu terhadap : 

a. Ajudan dan Sopir Bupati;  

b. Ajudan dan Sopir Wakil Bupati; 

c. Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD; dan  

d. Ajudan dan Sopir Sekretaris Daerah. 

 

 

Pasal 9B 

 

Selama adanya penetapan status tanggap darurat bencana wabah oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), TPP 

dibayarkan secara flat berdasarkan total TPP. 
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3. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 

17A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17A 

(1) TPP dibayarkan berdasarkan Formulir Pengajuan TPP yang 

ditandatangani oleh Kepala SKPD. 

(2) Formulir Pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 1 April 2020 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

     TTD 

 

H. SUKAMTA  

 

 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 1 April 2020 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                TTD 

 

      H. DAHNIAL KIFLI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 33 


